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Abstrak 

Maraknya Lembaga Jasa Keuangan yang menawarkan investasi ilegal kepada konsumen 

dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Salah satu contohnya adalah 

PT Golden Traders Indonesia Syariah yang menawarkan investasi emas. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi-

investasi tidak langsung dalam mengantisipasi investasi ilegal dan kedua bagaimana upaya 

perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktek-

praktek investasi ilegal pada PT Golden Traders Indonesia Syariah.Metode penelitan yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil peneilitian yang 

dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi 

investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan 

pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan 

Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Customer Care System) yang menerima 

pengaduan dari masyarakat melalui email, faksimili maupun telepon. Otoritas Jasa Keuangan juga 

mengeluarkan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Penyelesaian 

kasus investasi ilegal PT Golden Traders Indonesia Syariah dilakukan melalui Satuan Tugas 

Waspada Investasi yang pembentukannya digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

Kata Kunci : Investasi Ilegal, Skema Ponzy, dan Otoritas Jasa Keuangan 

 

Abstract 

The rise of Financial Services Institutions that offer illegal investments to the consumer and 

the community resulting losses are not small. The example is PT Golden Traders Indonesia 

Syariah that offers gold investment. This study aims to examine first how the forms of legal 

protection to investors on investments indirectly in anticipation of illegal investment and secondly 

how the efforts of legal protection of investors by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to practices 

of illegal investment in PT Golden Traders Indonesia Syariah. Research method used is normative. 

Based on research outputs that do form of legal protection given to investors to anticipate illegal 

investment is through legal instruments issued by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and the Sector 

Education and Consumer Protection is responsible for providing the knowledge and protection for 

people and their Financial Customer Care System which receive complaints from the public via 

email, fax or telephone. OJK also issued a blueprint for the National Strategy for Financial 

Literacy Indonesia (SNLKI). Completion of illegal investment case PT Golden Traders Indonesia 

Syariah done through the Task Force on Investment Alert whose establishment was initiated by the 

OJK. 

Keywords : Illegal investments, Ponzi Schemes, and Otoritas Jasa Keuangan 
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I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya kelas menengah 

di Indonesia menjadi salah satu 

pemicu maraknya produk investasi 

yang beredar1. Kelas menengah 

inilah yang kemudian menjadi 

incaran para pemasar produk 

investasi, baik industri keuangan 

maupun non keuangan yang 

sayangnya tidak diikuti dengan 

pengetahuan masyarakat terkait 

berbagai macam investasi ilegal yang 

beroperasi belakangan ini. Mabes 

Polri selama 1996-2007 telah 

menangani 7 kasus besar terkait 

investasi ilegal yang merugikan  

masyarakat2. Namun pada tahun–

tahun selanjutnya masih saja terdapat 

masyarakat yang terpengaruh dan 

bergabung dengan investasi ilegal 

tersebut sehingga berakhir kerugian 

hingga milyaran bahkan triliunan 

rupiah.  

Menurut Iman Sugema dalam 

tulisan “Penipuan Berkedok Emas”, 

biasanya perusahaan penyelenggara 

investasi ilegal hanya memiliki izin 

sebagai perusahaan dagang biasa3. 

Dalam prakteknya, mereka 

beroperasi sebagai perusahaan 

investasi dengan melakukan 

“pengumpulan dana” dari 

masyarakat. Permasalahannya, tidak 

ada peraturan yang melarang 

perusahaan dagang untuk melakukan 

                                                             
1Waspada Jebakan Investasi Bodong, 

“Majalah Edukasi Konsumen OJK”, (Edisi 

Agustus, 2014) , halaman. 15. 
2Lidya Suryani Widayati, “Pencegahan Dan  

Penanganan Investasi Ilegal”, Info Hukum 

,Vol. V, Pusat Pengkajian Pengolahan Data 

dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal 

DPR RI, Maret 2013, halaman 1. 
3Iman Sugema, “Penipuan Berkedok 

Emas.”,Republika, 11 Maret 2013, halaman 

2. 

kegiatan yang mirip-mirip dengan 

perusahaan keuangan. Kata mirip-

mirip ini harus digaris bawahi karena 

perusahaan itu biasanya secara 

sengaja menyamarkan transaksi 

keuangan dalam kedok transaksi jual 

beli biasa4. 

 Investasi Ilegal tersebut pada 

umumnya menggunakan skema 

pyramid atau yang sering dikenal 

dengan istilah skema Ponzi, money 

game, praktik penggandaan uang, 

arisan berantai, bisnis berkedok 

MLM, investasi berantai, dll. Skema 

Ponzi (ponzi scheme) diambil dari 

nama pelaku utamanya yaitu Carlo 

Ponzi.  

Salah satu contoh kasus investasi 

emas ilegal dilakukan oleh PT 

Golden Traders Indoensia Syariah 

(GTIS). GTIS menawarkan produk 

investasi berupa pembelian emas, 

baik fisik maupun hanya berupa 

sertifikat dari PT Antam Tbk kepada 

investor dengan harga lebih tinggi 

dari harga pasardengan tawaran 

keuntungan sebesar 2–4.5 persen per 

bulan dan investor mendapatkan 

bonus jumbo 2 persen setiap bulan 

yang dibayarkan secara tunai. Dalam 

jangka tertentu, GTIS akan membeli 

kembali emas itu seperti harga di 

muka. Bila saat buy back itu harga 

pasar lebih tinggi, GTIS akan 

membeli sesuai harga pasar. Ketika 

pembeli menjual emas dengan harga 

yang lebih tinggi, dan sekalipun tidak 

menginvestasikan hasil 

penjualannya, GTIS sudah dapat 

memberikan bonus kepada pembeli 

dari margin keuntungan yang 

didapatnya. Sehingga pembeli-

pembeli lain akan tertarik sehingga 

                                                             
4 Lidya Suryani Widayati, Op.cit.,halaman 3. 
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mereka percaya dan menitipkan 

investasinya di GTIS. Hingga 

akhirnya, GTIS tidak mampu lagi 

memberikan bonus dan akhirnya 

kabur membawa uang nasabah. Ong 

Han Cun selaku pemilik GTIS buron 

melarikan emas dan uang nasabah 

senilai 10 triliun. Fakta lainnya 

adalah investasi ini juga ternyata 

mendapatkan rekomendasi dari 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

untuk memuluskan jalannya investasi 

ilegal tersebut.Sehingga 

mendapatkan label “syariah” dalam 

kategori perdagangan.  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

selaku lembaga yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan 

dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan 

sebagaimana yang diamanahkan oleh 

Pasal 5 Undang – Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang OJK harus 

menyelenggarakan suatu bentuk 

perlindungan hukum terhadap para 

investor tersebut, demi memberikan 

perlindungan hukum kepada investor 

selaku konsumen dalam produk 

investasi. 

Berdasarkan uraian tersebut 

maka permasalahan yang dapat 

disusun antara lain: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan 

hukum terhadap investor pada 

investasi-investasi tidak langsung 

dalam mengantisipasi investasi 

ilegal ? 

2. Bagaimana upaya perlindungan 

hukum terhadap investor oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

terhadap praktek-praktek investasi 

ilegal pada PT Golden Traders 

Indonesia Syariah ? 

 

II. METODE 

Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis normatif. 

Pendekatan yuridis adalah suatu 

pendekatan yang mengacu pada 

hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku  yang 

berhubungan dengan perlindungan 

hukum bagi investor sektor jasa 

keuangan dan peraturan mengenai 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

sedangkan pendekatan normatif 

adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder terhadap azas-

azas hukum serta studi kasus yang 

dengan kata lain sering disebut 

sebagai penelitian hukum 

kepustakaan . keuangan. 

Penelitian ini menggunakan 

spesifikasi penelitian secara 

deskriptif analitis yang berusaha 

menggambarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori-teori hukum 

dan praktek pelaksanaan hukum 

positif yang menyangkut 

perlindungan konsumen sektor jasa 

keuangan. 

Berdasarkan sumber data yang 

diperoleh dalam penelitian ini, data 

dikumpulkan dengan cara sebagai 

berikut: Data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan5. 

 

 

 

                                                             
5 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan 

Statistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 

halaman 2. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Perlindungan Hukum 

Terhadap Investor Pada 

Investasi Tidak Langsung 

Untuk Mengantisipasi 

Investasi Ilegal  

 

1. Instrumen Perlindungan 

Hukum Terhadap Investor 

 

Berdasarkan amanah dari Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

bahwa salah satu tujuan dibentuknya 

OJK adalah untuk melindungi 

kepentingan konsumen dan 

masyarakat, sehingga memberikan 

perlindungan kepada konsumen dan 

masyarakat merupakan salah satu 

dari tugas dan wewenang OJK. 

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan 

menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 

Nomor 01/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa 

Keuangan. 

Ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang OJK serta Peraturan 

OJK yang mengatur mengenai 

perlindungan konsumen telah sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Melalui Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut, 

kecenderungan caveat emptor dapat 

mulai diarahkan menuju caveat 

venditor6. Doktrin let the buyer 

beware atau caveat emptor 

menyatakan bahwa pelaku usaha dan 

konsumen adalah dua pihak yang 

sangat seimbang, sehingga konsumen 

tidak memerlukan perlindungan7. 

Doktrin Caveat Emptor dapat pula 

                                                             
6 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen 

Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2006), 

halaman 62. 
7 Ibid, halaman 61. 

diartikan bahwa konsumen yang 

harus berhati-hati terhadap setiap 

produk/jasa yang mereka pilih karena 

konsumen tidak mendapatkan 

perlindungan. Tentunya hal tersebut 

tidak dapat diterapkan khususnya 

pada bidang jasa keuangan 

dikarenakan mengingat sekarang ini 

Mabes Polri mencatat selama kurun 

waktu 1996-2007 telah menangani 7 

kasus besar terkait investasi ilegal 

yang merugikan  masyarakat8. 

Luthfy Zain Fuady selaku 

Direktur Departemen Penyidikan 

Sektor Jasa Keuangan OJK pada 

2014, mengungkapkan bahwa secara 

keseluruhan bentuk perlindungan 

yang dapat dilakukan oleh OJK 

terhadap konsumen dan masyarakat 

adalah berupa sejumlah regulasi yang 

ditetapkan OJK terhadap pelaku 

usaha jasa keuangan yang berada di 

bawah pengawasan OJK yaitu 

perbankan, pasar modal, dan industri 

keuangan non bank9. Regulasi 

tersebut dapat berupa pengaturan 

pendirian, pengaturan dalam 

menjalankan usaha, pengaturan 

dalam memasarkan produk terhadap 

konsumen dan masyarakat hingga 

pengaturan terkait sanksi yang akan 

dikenakan apabila pelaku usaha jasa 

keuangan tersebut melanggar 

sejumlah regulasi yang telah 

ditetapkan oleh OJK. 

 

                                                             
8 Lidya Suryani Widayati, “Pencegahan Dan  

Penanganan Investasi Ilegal”, Info Hukum 

Vol. V, Pusat Pengkajian Pengolahan Data 

dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal 

DPR RI, Maret 2013, halaman 1. 
9Wawancara dengan Luthfy Zain Fuady 

Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan 

Direktur Departemen Penyidikan OJK tahun 

-2016 Otoritas Jasa Keuangan pada 18 

Januari 2016. 
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2. Bidang Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen 

 

Dalam rangka mewujudkan 

tujuan untuk melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat, OJK 

membentuk sebuah bidang khusus 

yaitu Edukasi dan Perlindungan 

Konsumen (EPK) yang berwenang 

dalam melakukan tindakan 

pencegahan kerugian demi 

melindungi konsumen dan 

masyarakat yang meliputi: edukasi, 

pelayanan pengaduan konsumen, dan 

pembelaan hukum. Hal ini sesuai 

dengan yang tercantum dalam Pasal 

28 UU OJK. 

Dalam menjalankan tugasnya, 

bidang EPK mempunyai suatu 

kerangka fungsi yang menerapkan 

dua konsep, yaitu preventif dan 

represif. Pada konsep preventif 

dilakukan beberapa upaya 

pencegahan untuk meminimalisasi 

terjadinya kerugian/pengaduan 

konsumen, meliputi literasi dan 

edukasi serta inklusi keuangan, 

pelayanan konsumen, kebijakan 

perlindungan konsumen, serta 

pemantauan market conduct, 

sedangkan untuk upaya represif yang 

dilakukan EPK meliputi pemberian 

fasilitas untuk penyelesaian 

pengaduan, tindakan penghentian 

kegiatan/tindakan lain, serta 

alternatif dispute resolution atau 

pembelaan hukum. 

Bidang Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen memiliki 

trilogi kebijakan antara lain Inklusi 

Keuangan, Literasi Keuangan dan 

Perlindungan Konsumen. Trilogi 

tersebut diimplementasikan dengan 

tujuan akhir mendorong 

pertumbuhan ekonomi, pengentasan 

kemiskinan dan pemerataan 

pendapatan. Selain itu, prinsip 

keseimbangan antara tumbuh 

kembangnya sektor jasa keuangan 

secara berkesinambungan dan secara 

bersamaan terlindunginya konsumen 

dan masyarakat. 

 

3. Strategi Nasional Literasi 

Keuangan Indonesia (SNLKI) 

 

Langkah OJK selanjutnya adalah 

menyusun cetak biru Strategi 

Nasional Literasi Keuangan 

Indonesia (SNLKI) sebagai wujud 

peran OJK dalam meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman serta 

penggunaan produk dan jasa 

keuangan oleh masyarakat Indonesia. 

Cetak biru SNLKI tersebut bersifat 

komprehensif dan digunakan sebagai 

pedoman bagi seluruh lembaga jasa 

keuangan dan para stakeholders-nya 

dalam rangka mengoptimalkan peran 

serta lembaga jasa keuangan serta 

asosiasi industri jasa keuangan bagi 

peningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu program strategis 

OJK dalam Cetak Biru SNLKI yang 

ditetapkan pada tahun 2013 adalah 

Literasi Keuangan. Melalui Literasi 

Keuangan diharapkan masyarakat 

dapat memperoleh pemahaman 

mengenai lembaga jasa keuangan 

serta produk dan jasa keuangan, 

termasuk fitur, manfaat dan risiko, 

hak dan kewajiban terkait produk 

dan jasa keuangan, serta memiliki 

keterampilan dalam menggunakan 

produk dan jasa keuangan. Hal ini 

dimaksudkan agar selanjutnya 

masyarakat diharapkan mampu 

mendorong peningkatan pemanfaatan 

produk dan jasa keuangan yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Kondisi ini pada gilirannya akan 
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memotivasi sektor jasa keuangan 

untuk meningkatkan edukasi dan 

mengembangkan produk dan jasa 

keuangan sesuai dengan kebutuhan 

berbagai lapisan masyarakat. 

Secara umum, tingkat literasi 

keuangan masyarakat di Indonesia 

dapat digolongkan menjadi empat 

golongan, yaitu10 : 

a. Well Literate 

Memiliki pengetahuan dan 

keyakinan tentang Lembaga Jasa 

Keuangan, termasuk fitur, 

manfaat dan risiko, hak dan 

kewajiban terkait produk dan jasa 

keuangan, serta memiliki 

keterampilan dalam menggunakan 

produk dan jasa keuangan. 

b. Sufficient Literate 

Memiliki pengetahuan dan 

keyakinan tentang lembaga jasa 

keuangan serta produk dan jasa 

keuangan, termasuk fitur, manfaat 

dan risiko, hak dan kewajiban 

terkait produk dan jasa keuangan. 

c. Less Literate 

Hanya memiliki pengetahuan 

tentang lembaga jasa keuangan, 

produk dan jasa keuangan. 

d. Not Literate 

Tidak memiliki pengetahuan dan 

keyakinan tentang lembaga jasa 

keuangan serta produk dan jasa 

keuangan, serta tidak memiliki 

keterampilan dalam menggunakan 

produk dan jasa keuangan. 

 

Penyusunan cetak biru Strategi 

Nasional Literasi Keuangan 

Indonesia (SNLKI) dengan salah satu 

program yaitu literasi keuangan akan 

mampu memberikan pengetahuan 

lebih kepada masyarakat dalam hal 

                                                             
10Cetak Biru Strategi Nasional Literasi 

Keuangan, (Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 

2014), Cetakan Ke-II. 

pemilihan bentuk investasi yang 

dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan 

semakin tinggi tingkat pendidikan 

atau pengetahuan masyarakat akan 

memberikan pengaruh terhadap 

keputusan investasi yang akan 

dipilih. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Natalia Christanti dan Linda 

Ariany Mahastanti pada tahun 2011 

menyimpulkan bahwa faktor yang 

banyak dipertimbangkan investor 

dalam melakukan investasi adalah 

Neutral Information, Accounting 

Information, dan aspek demografi 

juga mempengaruhi keputusan 

investasi investor11. Tingkat 

pendidikan sebagai salah satu 

variable dari aspek demografi juga 

mempengaruhi keputusan investasi 

seseorang, dengan tingkat pendidikan 

yang sudah tergolong tinggi tidak 

membuat investor percaya diri untuk 

menentukan faktor-faktor mana yang 

lebih penting, investor lulusan S1 

pun masih mempertimbangkan 

semua faktor yang berhubungan 

dengan kegiatan investasinya12. 

 

4. Financial Custumer Care 

System 

 

Layanan Sistem Pelayanan 

Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa 

Keuangan (Financial Customer Care 

System) resmi diluncurkan pada 6 

Februari 2014 oleh Ketua Dewan 

Komisioner OJK Muliaman D. 

                                                             
11 Christanti, Natalia dan Linda Ariany 

Mahastanti, “Faktor-Faktor Yang 

Dipertimbangkan Investor Dalam 

Melakukan Investasi”, Jurnal Manajemen 

Teori Dan Terapan, Tahun 4 No. 3, 

Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Airlangga, Desember 2011, 

halaman 49. 
12 Ibid., halaman 50. 
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Hadad yang sebelumnya telah 

ditetapkan melalui Peraturan Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 1/Pdk.07/2013 tentang 

Sistem dan Mekanisme Pelayanan 

Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa 

Keuangan.Pusat Pelayanan 

Konsumen Keuangan Terintegrasi 

yang telah diluncurkan tersebut 

merupakan implementasi dari salah 

satu fungsi OJK yaitu edukasi dan 

perlindungan konsumen13. 

Masyarakat yang ingin meminta 

informasi, menyampaikan informasi 

maupun mengadukan Lembaga Jasa 

Keuangan bisa menghubungi nomor 

telepon (021) 500-655 dengan pulsa 

lokal, faksimili (021) 386-6032 dan 

surat elektronik ke 

konsumen@ojk.go.id . 

 

B. Perlindungan Hukum 

Terhadap Investor PT. Golden 

Traders Indonesia Syariah 

 

1. Kronologi Investasi Ilegal 

PT Golden Traders Indonesia 

Syariah 

 

PT Golden Traders Indonesia 

Syariah didirikan oleh Michael Ong 

berkewarganegaraan Malaisya yang 

sekaligus bertindak sebagai direktur 

utama. PT Golden Traders Indonesia 

Syariah dulunya merupakan 

perusahaan jual beli emas biasa 

dengan nama PT Golden Traders 

Indonesia (PT GTI) mendapatkan 

                                                             
13Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman 

D. Hadad saat peresmian Pusat Pelayanan 

Konsumen Keuangan Terintegrasi diakses 

melalui 

http://www.antaranews.com/berita/375257/o

jk-luncurkan-pusat-layanan-konsumen-

keuangan-terintegrasi tanggal 21 Januari 

2016. 

izin usaha melalui Surat Persetujuan 

Penanaman Modal yang diterbitkan 

Badan Kordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) Nomor 951/I/PMA/2009 

tanggal 7 Agustus 2009 dan telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan 

Surat BKPM Nomor 2980/A.8/2011 

tanggal 25 November 2011, serta 

Izin Usaha Nomor 

262/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/

2012 tanggal 16 April 2012 dengan 

persetujuan melakukan kegiatan 

usaha di bidang perdagangan besar 

dengan melakukan kegiatan impor 

dan distributor utama barang 

dagangan berupa perhiasan emas, 

berlian dan perak dengan lokasi di 

Kota Administrasi Jakarta Selatan, 

Provinsi DKI Jakarta serta 

dicantumkan ketentuan bahwa 

perusahaan tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan perdagangan 

eceran (retailer).  

Pada tanggal 24 Agustus 2011 

perusahaan tersebut menambahkan 

kata ‘Syariah’ di belakang namanya, 

sehingga berubah menjadi PT 

Golden Traders Indonesia Syariah 

(PT GTIS)14. Berbekal klaim bahwa 

usahanya‘halal dan islami’, PT GTIS 

kemudian memasarkan produk 

investasinya melalui berbagai media, 

terutama melalui sistem referral yaitu 

setiap nasabah akan diminta untuk 

mencari nasabah lagi sistem 

Multilevel Marketing alias MLM15 . 

Nasabah PT GTIS harus 

membeli emas yang dijual PT GTIS 

pada harga yang lebih tinggi 

daripada harga emas pasaran, dengan 

selisih harga sekitar 20-30 persen, 

artinya jika harga emas di pasaran 

                                                             
14Waspada Jebakan Investasi Bodong, 

“Majalah Edukasi Konsumen OJK”, (Edisi 

Agustus, 2014) , halaman. 17. 
15 Ibid., halaman 17. 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
mailto:konsumen@ojk.go.id
http://www.antaranews.com/berita/375257/ojk-luncurkan-pusat-layanan-konsumen-keuangan-terintegrasi
http://www.antaranews.com/berita/375257/ojk-luncurkan-pusat-layanan-konsumen-keuangan-terintegrasi
http://www.antaranews.com/berita/375257/ojk-luncurkan-pusat-layanan-konsumen-keuangan-terintegrasi
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adalah Rp500,000 per gram, maka 

nasabah harus membayar Rp600-

650,000 untuk setiap gram emas 

yang mereka peroleh16. Tidak ada 

keterangan dari pihak PT GTIS 

alasanmengapa harga emas yang 

dijual lebih tinggi dari harga pasar. 

Berdasarkan informasi yang 

dihimpun Kontan.co.id, PT GTIS 

mengaku bahwa mereka membeli 

emas dengan harga murah dari UBS 

(Untung Bersama Sejahtera) dan 

menjualnya di Singapura dengan 

harga tinggi17. Keuntungan dari 

selisih harga itulah yang kemudian 

dipakai untuk membayar bunga 

kepada para nasabah. Akan tetapi 

tidak ada keterangan lebih lanjut 

perihal siapakah itu UBS, dan di 

Singapura sebelah mana mereka 

jualan emas18. Selain itu, nasabah 

hanya bisa membeli produk melalui 

agen. Agen ini biasanya merupakan 

nasabah PT GTIS juga, dan ia 

memperoleh komisi untuk setiap 

nasabah baru yang ia bawa. Sehingga 

apabila terdapat investor bergabung 

untuk menjadi nasabah baru, maka 

nasabah lama akan bertindak 

sekaligus menjadi agen, dan nasabah 

lama bisa memperoleh keuntungan 

tambahan berupa komisi. 

Sebagaimana sistem referral yang 

diterapkan dalam Multilevel 

Marketing alias MLM. 

 

2. Satuan Tugas Waspada 

Investasi 

 

Satuan Tugas Penanganan 

Dugaan Tindakan Melawan Hukum 

Di Bidang Pengelolaan Investasi 

(Satgas Waspada Investasi) dibentuk 
                                                             
16 Ibid., halaman 17. 
17 Ibid., halaman 17. 
18 Ibid., halaman 17. 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Bapepam-LK Nomor:Kep-

208/BL/2007 yang ditetapkan pada 

tanggal 20 Juni 2007, yang terakhir 

diperpanjang dengan Surat 

Keputusan Ketua Bapepam-LK 

Nomor:Kep-124/BL/2012 yang 

ditetapkan pada tanggal 19 Maret 

201219. Selanjutnya diperpanjang 

kembali dengan Keputusan Dewan 

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: 01/Kdk.01/2015 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas 

Penanganan Dugaan Tindakan 

Melawan Hukum Di Bidang 

Penghimpunan Dana Masyarakat 

Dan Pengelolaan Investasi. 

Berdasarkan wawancara dengan 

Luthfy Zain Fuady selaku Direktur 

Departemen Penyidikan Sektor Jasa 

Keuangan OJK pada 2014 (menjabat 

pada saat kasus PT Golden Traders 

Indonesia Syariah ditangani OJK) 

menjelaskan bahwa kehadiran Satgas 

Waspada Investasi sesungguhnya 

bukan perwujudan tugas OJK dalam 

menangani kasus investasi ilegal 

dikarenakan PT Golden Traders 

Indonesia Syariah sendiri tidak 

berada dibawah kewenangan OJK 

dalam hal pengawasan20. Satgas 

merupakan wadah koordinasi 

anggota Satgas untuk 

mengoptimalkan upaya pencegahan 

dan penanganan dugaan tindakan 

melawan hukum dibidang 

                                                             
19Diakes 

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/134/

satuan-tugas-waspada-investasi 25 Januari 

2016 pukul 08.00 . 
20Wawancara dengan Luthfy Zain Fuady 

Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan 

Direktur Departemen Penyidikan OJK tahun 

-2016 Otoritas Jasa Keuangan pada 18 

Januari 2016. 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/134/satuan-tugas-waspada-investasi
http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/134/satuan-tugas-waspada-investasi
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penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi21. 

Sebagaimana telah dijelaskan 

pada sub bab sebelumnya PT Golden 

Traders Indonesia Syariah hanya 

mendapatkan Surat izin usaha yang 

dikeluarkan oleh Badan Kordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) terkait 

dengan perdagangan emas dan 

berlian.  Namun, dalam 

perjalanannya PT Golden Traders 

Indonesia Syariah justru 

menghimpun dana dari masyarakat 

melalui produk investasi yang 

mereka tawarkan yaitu investasi 

emas. Sehingga penanganan kasus 

ini menyisakan wilayah abu-abu atau 

wilayah tak bertuan karena tidak 

satupun lembaga pengawas baik itu 

OJK ataupun Bappebti merasa 

berwenang untuk menangangi kasus 

tersebut. Hal itu dikarenakan PT 

Golden Traders Indonesia Syariah 

dalam menjalankan usaha investasi 

emas tidak mendapatkan izin dari 

lembaga berwenang yaitu Bappebti 

ataupun OJK. Maka disinilah peran 

dan fungsi Satgas Waspada Investasi 

dalam menangani kasus investasi 

ilegal dalam wilayah abu-abu atau 

wilayah tak bertuan, dimana OJK 

bertindak sebagai pembentuk satgas 

tersebut. 

 

3. Perlindungan Hukum 

Terhadap Investor PT. Golden 

Traders Indonesia Syariah 

Oleh Otoritas Jasa Keuangan 

 

Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 pada Pasal 6 

menjelaskan lingkup tugas dan 

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 

                                                             
21Seminar OJK : Penghimpunan Dana dan 

Pengelolaan Investasi Melawan Hukum, 

(Banjarmasin 11-12 Maret 2015). 

dalam melaksanakan tugas 

pengaturan dan pengawasan terhadap 

kegiatan jasa keuangan di sektor 

Perbankan, kegiatan jasa keuangan di 

sektor Pasar Modal, dan kegiatan 

jasa keuangan Industri Keuangan 

Non Bank (IKNB) seperti sektor 

Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga 

Jasa Keuangan Lainnya. 

Ketentuan Pasal 8 UU OJK 

memberikan batasan kepada OJK 

dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya yang berkaitan 

dengan pengawasan dan pengaturan 

pada sektor jasa keuangan. Hal 

tersebut berarti tidak semua jasa 

keuangan yang ada berada dalam 

ranah kewenangan pengawasan serta 

pengaruran OJK meskipun dalam 

Pasal 5 disebutkan OJK berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan 

dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di 

dalam sektor jasa keuangan. Namun, 

dalam tugas dan kewenangan OJK 

yang diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 

hanya terbatas pada jasa keuangan 

perbankan, pasar modal dan industri 

keuangan non bank. Sehingga hal 

tersebut otomatis tidak menempatkan 

OJK sebagai lembaga pengawas jasa 

keuangan lainnya seperti koperasi 

ataupun komoditi berjangka. 

PT Golden Traders Indonesia 

Syariah (PT GTIS) sebagaimana 

telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya bergerak pada usaha 

investasi emas, dimana investasi 

emas ini dapat dikategorikan sebagai 

perdagangan berjangka. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

1997 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi, perdagangan berjangka 

adalah segala sesuatu yang berkaitan 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
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dengan jual beli komoditi dengan 

penyerahan kemudian berdasarkan 

Kontrak Berjangka dan Opini atas 

Kontrak Berjangka. Komoditi yang 

menjadi subjek kontrak berjangka 

yang diperdagangkan di Bursa adalah 

komoditi pertanian, kehutanan, 

pertambangan, industri hulu, serta 

jasa. Sehingga komoditi emas 

termasuk sebagai subjek kontrak 

berjangka. Hal yang dapat 

disimpulkan dari pemaparan di atas 

adalah PT GTIS bukanlah menjadi 

ranah kewenangan OJK dalam 

melakukan tugas pengawasan dan 

pengaturan. Karena hal tersebut telah 

jelas ditegaskan dalam Pasal 6 terkait 

dengan sektor jasa keuangan apa saja 

yang berada dibawah lingkup 

kewenangan OJK yaitu sektor jasa 

keuangan perbankan, pasar modal 

dan industri keuangan non bank. 

Dapat dicermati PT GTIS bukanlah 

jasa keuangan perbankan, atau pasar 

modal ataupun bahkan industri 

keuangan non bank melainkan adalah 

bertuk perdagangan berjangka 

meskipun tetap dapat digolongkan 

sebagai jasa keuangan. 

Perdagangan berjangka 

merupakan kewenangan dari Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (Bappepti) yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 1997 tentang Perdagangan 

Berjangka Komoditi. BAPPEBTI 

merupakan salah satu unit eselon I 

berada di bawah Departemen 

Perdagangan22. BAPPEBTI 

mempunyai tugas melaksanakan 

                                                             
22Diakses 

http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/badan-

pengawas-perdagangan-berjangka-

komoditi/2462-profile/370-badan-pengawas-

perdagangan-berjangka-komoditi tanggal 21 

Januari 2016. 

pembinaan, pengaturan, dan 

pengawasan kegiatan perdagangan 

berjangka berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Menteri dan 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan merupakan regulator 

bursa komoditi. Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor 01/M-

Dag/Per/3/2005 tentangTugas Pokok, 

Fungsi, Dan Struktur Organisasi 

BAPPEBTI, Departemen 

Perdagangan dalam Pasal 652 

menjelaskan BAPPEBTI mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan, 

pengaturan, dan pengawasan 

kegiatan perdagangan berjangka 

serta pasar fisik dan jasa. 

PT GTIS sebagai salah satu 

perusahaan yang melakukan usaha 

investasi emas yang dalam hal ini 

dapat dikategorikan sebagai 

perdagangan berjangka. Sehingga 

dalam hal ini perizinan untuk 

menjalankan kegiatan usaha harus 

diberikan oleh otoritas yang 

berwenang yakni BAPPEBTI. 

Namun, perlu dicermati skema 

perdagangan yang dilakukan PT 

GTIS yang menggunakan skema 

Ponzi dimana menurut Kepala 

Bappebti Kemendag, Sayhrul R 

Sempurnajaya menegaskan skema 

tersebut sangat berbeda dengan 

sistem transaksi yang sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Perdagangan Berjangka 

Komoditi23. Sehingga atas dasar hal 

tersebut BAPPEBTI menilai tidak 

memiliki kewenangan terhadap kasus 

investasi ilegal yang dilakukan oleh 

PT GTIS. 

                                                             
23 Diakses 

http://investasi.kontan.co.id/news/mui-

belum-beri-sanksi-ke-gtis  tanggal 18 

Januari 2016. 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi/2462-profile/370-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi
http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi/2462-profile/370-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi
http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi/2462-profile/370-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi
http://www.indonesia.go.id/in/lpnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi/2462-profile/370-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi
http://investasi.kontan.co.id/news/mui-belum-beri-sanksi-ke-gtis
http://investasi.kontan.co.id/news/mui-belum-beri-sanksi-ke-gtis
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Selanjutnya demi melindungi 

kepentingan konsumen dan 

masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) telah mengeluarkan siaran 

pers pada tanggal 7 November 2014 

dimana OJK menyebutkan 262 

perusahaan investasi yang dirilis 

tersebut tidak berada pada ranah 

kewenangan OJK artinya tidak 

memiliki izin dari OJK sehingga 

masyarakat diminta untuk berhati-

hati dan waspada terhadap berbagai 

jenis tawaran investasi dengan jenis 

dan modus tersebut karena perusahan 

tersebut dinilai OJK tidak memiliki 

legalitas usaha yang resmi24. PT 

GTIS termasuk dalam daftar 

perusahaan yang tidak memiliki izin 

dari OJK yang terdapat dalam rilis 

tersebut. 

Kemudian pada hari Senin 

tanggal 10 September 2013 juga 

telah diadakan Rapat Kerja oleh 

Komisi XI DPR RI dengan 

memanggil Deputi Gubernur BI, 

Dewan Komisioner OJK, Ketua 

Dewan Syariah MUI, BKPM, 

Kabareskrim, Satgas Waspada 

Investasi dengan agenda pembahasan 

tindaklanjut pengaduan nasabah25. 

Dalam rapat kerja tersebut Komisi 

XI DPR meminta kepolisian untuk 

segera melakukan proses hukum 

serta melakukan pencarian terhadap 

pihak yang diduga melakukan 

penipuan26. Selanjutnya Komisi XI 

DPR juga meminta Satgas Waspada 

Investasi melakukan langkah-
                                                             
24 Diakses 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/201

4/11/10/095051726/Ini.262.Perusahaan.Inve

stasi.yang.Tak.Mempunyai.Izin.OJK tanggal 

18 Januari 2016. 
25Salinan Laporan Singkat Rapat Kerja 

Komisi XI DPR RI tanggal 10 September 

2013. 
26 Ibid.,halaman 2. 

langkah pro aktif untuk 

mengevaluasi seluruh perusahaan 

yang melakukan bisnis emas27. 

 

4. Penyelesaian Oleh Satuan 

Tugas Waspada Investasi 

 

Kasus invetasi PT GTIS tersebut 

selanjutnya ditangani oleh Satgas 

Waspada Investasi. Selanjutnya 

satgas akan melakukan analisa 

terhadap kasus-kasus dugaan 

tindakan melawan hukum di bidang 

penghimpunan dana masyarakat dan 

pengelolaan investasi sesuai dengan 

tugas dan kewenangan satgas. 

Setelah dilakukannya analisa satgas 

akan melakukan kordinasi 

penanganan dugaan tindakan 

melawan hukum di masing-masing 

bidang penghimpunan dana atau 

investasi. Selanjutnya satgas akan 

melimpahkan kasus tersebut kepada 

anggota satgas yang memiliki 

kewenangan untuk melakukan proses 

hukum. Dalam kasus PT GTIS, 

Satgas Waspada Investasi telah 

melimpahkan kewenangan 

penyelesaian proses hukum kepada 

Bareskrim karena investasi ilegal 

yang dilakukan oleh PT GTIS masuk 

dalam kategori penipuan. 

Setelah dilakukan penyitaan 

sejumlah asset yang tersisa dari PT 

GTIS, Bareskrim menyatakan aset 

yang tersisa tidak cukup memadai 

untuk mengganti seluruh kerugian 

nasabah28 . Selain itu upaya 

melakukan penangkapan terhadap 

pemilik PT GTIS Michael Ong yang 

                                                             
27 Ibid.,halaman 2. 
28Wawancara dengan Luthfy Zain Fuady 

Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan 

Direktur Departemen Penyidikan OJK tahun 

2014-2016 Otoritas Jasa Keuangan pada 18 

Januari 2016. 

http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/10/095051726/Ini.262.Perusahaan.Investasi.yang.Tak.Mempunyai.Izin.OJK
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/10/095051726/Ini.262.Perusahaan.Investasi.yang.Tak.Mempunyai.Izin.OJK
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/10/095051726/Ini.262.Perusahaan.Investasi.yang.Tak.Mempunyai.Izin.OJK
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telah kabur menemui kesulitan 

karena Indonesia terkendala 

perjanjian ekstrasi dengan Malaisya. 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, 

kesimpulan dari penulisan hukum ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bentuk perlindungan hukum 

terhadap investor pada investasi 

tidak langsung untuk 

mengantisipasi investasi ilegal 

yang dilakukan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan adalah dengan  

dikeluarkannya instrumen 

hukum berupa regulasi oleh 

Otoritas Jasa Keuangan yang 

bertujuan salah satunya adalah 

untuk memberikan perlindungan 

atas investasi yang dilakukan 

oleh konsumen dan/atau 

masyarakat. Regulasi tersebut 

dapat berupa pengaturan 

pendirian, pengaturan dalam 

menjalankan usaha, pengaturan 

dalam memasarkan produk 

terhadap konsumen dan/atau 

masyarakat hingga pengaturan 

terkait sanksi yang akan 

dikenakan apabila pelaku usaha 

jasa keuangan apabila melanggar 

sejumlah regulasi yang telah 

ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. Otoritas Jasa 

Keuangan juga memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat 

melalui Bidang Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen yang 

khusus bertugas untuk 

memberikan edukasi serta 

perlindungan kepada konsumen 

dan/atau masyarakat. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut 

Bidang Edukasi dan 

Perlindungan Konsumen 

menerapkan dua konsep 

kerangka perlindungan yaitu 

preventif dan represif. Demi 

meningkatkan pengetahuan serta 

pemahaman masyarakat 

terhadap sektor jasa keuangan, 

Otoritas Jasa Keuangan 

menyusun cetak biru Strategi 

Nasional Literasi Keuangan 

Indonesia (SNLKI).  

2. Perlindungan hukum terhadap 

investor PT Golden Traders 

Indonesia Syariah ditangani oleh 

Satuan Tugas Waspada Investasi 

yang pembentukannya digagas 

oleh Otoritas Jasa 

Keuangan.Satuan Tugas 

Waspada Investasi merupakan 

wadah kordinasi antar berbagai 

instansi atau lembaga terkait 

untuk menangangi kasus sektor 

jasa keuangan yang status 

penanganannya masih berada 

pada wilayah abu-abu atau tidak 

berada pada kewenangan 

instansi atau lembaga manapun. 
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